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PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR DEMOKRAT

DPRD KABUPATEN KEBUMEN

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Selamat Siang dan Salam Sejahtera.

Yth.  Saudara  Pimpinan  Rapat  Paripurna  sekaligus  Ketua 

DPRD,  para  Wakil  Ketua  DPRD  Kabupaten  Kebumen,  dan 

seluruh anggota DPRD Kabupaten Kebumen;
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Yth. Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen;

Ysh.  Sekretaris  Daerah,  Para  Asisten  Sekretariat  Daerah, 

Kepala  Bagian  di  lingkungan  Setda  Kebumen,  Kepala 

Perangkat  Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten 

Kebumen, dan Staf Ahli Bupati Kebumen;

Ysh.  Ketua dan Sekretaris  KPU,  Ketua Bawaslu,  Camat  se-

Kabupaten Kebumen, serta Pimpinan BUMD;

Ysh. Direktur RSDS dan RSUD Prembun.

Serta  yang  saya  muliakan,  hadirin  dan  undangan  Rapat 

Paripurna,  para  wartawan  media  cetak  maupun  elektronik, 

serta  masyarakat  Kabupaten  Kebumen  di  manapun  berada 

yang  mengikuti  jalannya  rapat  paripurna  ini  melalui  siaran 

Kebumen TV dan Radio In FM yang berbahagia.

Sebelum menyampaikan  Pandangan  Umum Fraksi  ini, 

marilah kita panjatkan puji  syukur ke hadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat 

menghadiri  Rapat  Paripurna  ini  dalam keadaan  sehat  tanpa 

hambatan apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa 

tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta 
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keluarga,  sahabat,  dan  umatnya  hingga  akhir  zaman. 

Allohumma Aamiin.

Pertama,  dengan  penuh  hormat,  izinkan  Fraksi 

GOLKAR-DEMOKRAT menyampaikan  ucapan  terima  kasih 

serta apresiasi kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan 

kesempatan  bagi  Fraksi  kami  untuk  menyampaikan 

Pandangan  Umum Fraksi  terhadap  Rancangan  Peraturan 

Daerah  Kabupaten  Kebumen  tentang  Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah 

Tahun Anggaran 2025.

Kedua,  Fraksi  GOLKAR-DEMOKRAT menyampaikan 

apresiasi  kepada  Bupati,  Wakil  Bupati  dan  jajaran  eksekutif 

terutama  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD)  dan 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kebumen atas penyampaian Rancangan Peraturan 

Daerah  tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  APBD 

Tahun Anggaran 2025 beserta laporan keuangan yang telah 

disusun  sebagai  bentuk  akuntabilitas  penyelenggaraan 

pemerintahan daerah.

Ketiga,  Fraksi  GOLKAR–DEMOKRAT menyampaikan 

apresiasi dan ucapan selamat kepada Pemerintah Kabupaten 
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Kebumen  atas  keberhasilan  mempertahankan  Opini  Wajar 

Tanpa  Pengecualian  (WTP)  atas  Laporan  Keuangan  Tahun 

Anggaran  2025  serta  diraihnya  penghargaan  National 

Governance Awards 2026 kategori Birokrasi. Capaian tersebut 

mencerminkan  komitmen  dalam  mewujudkan  tata  kelola 

pemerintahan yang semakin baik, transparan, akuntabel, dan 

berorientasi  pada  peningkatan  kualitas  pelayanan  kepada 

masyarakat.

Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang kami hormati, 

selanjutnya  kami  sampaikan  kajian  dan  telaah  Rancangan 

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kebumen  tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Kinerja APBD Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan  dokumen  pertanggungjawaban  yang  telah 

kami  pelajari,  realisasi  Pendapatan  Daerah mencapai 

Rp3.069.382.617.300,00 (tiga trilliun enam puluh sembilan 

miliar, tiga ratus delapan puluh dua juta, enam ratus tujuh 

belas ribu, tiga ratus rupiah)  atau  102,17% (seratus dua 

koma tujuh belas persen) dari  target,  sedangkan  Realisasi 

Belanja  sebesar  Rp3.026.233.409.159,00 (tiga  triliun  dua 

puluh enam miliar,  dua ratus tiga puluh tiga juta,  empat 
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ratus sembilan ribu, seratus lima puluh sembilan rupiah) 

atau  95,10% (sembilan puluh lima koma sepuluh persen) 

dari anggaran. Kondisi tersebut menghasilkan  surplus APBD 

sebesar  Rp43.149.208.141,00 (empat  puluh  tiga  miliar, 

seratus empat puluh sembilan juta, dua ratus delapan ribu 

seratus  empat  puluh  satu  rupiah),  meskipun  sebelumnya 

diproyeksikan mengalami defisit.

Dari  sisi  pembiayaan,  realisasi  Pembiayaan  Netto 

mencapai Rp177.965.691.946,98 (seratus tujuh puluh tujuh 

miliar,  sembilan ratus enam puluh lima juta,  enam ratus 

sembilan  puluh  satu  ribu,  sembilan  ratus  empat  puluh 

enam koma sembilan puluh delapan rupiah) sehingga pada 

akhir Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Kebumen 

membukukan  SiLPA  sebesar  Rp221.114.900.087,98 (dua 

ratus  dua  puluh  satu  miliar,  seratus  empat  belas  juta, 

sembilan  ratus ribu delapan puluh tujuh koma sembilan 

puluh delapan rupiah).

Selanjutnya, posisi  Keuangan  Daerah per 31 Desember 

2025 menunjukkan total aset sebesar Rp4.858.220.137.941,27 

(empat triliun, delapan ratus lima puluh delapan miliar, dua 

ratus  dua  puluh  juta,  seratus  tiga  puluh  tujuh  ribu, 

sembilan ratus empat  puluh satu  koma dua puluh tujuh 
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rupiah). Sementara  itu,  Laporan  Operasional  mencatat 

surplus  sebesar  Rp62.469.703.022,64 (enam  puluh  dua 

miliar, empat ratus enam puluh sembilan juta, tujuh ratus 

tiga ribu, dua puluh dua koma enam puluj empat rupiah) 

yang  turut  mendorong  peningkatan  saldo  kas  dan  ekuitas 

daerah dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan kondisi tersebut,  Fraksi GOLKAR–DEMOKRAT 

mengapresiasi  beberapa  capaian  diantaranya, realisasi 

Pendapatan  Daerah  mampu  melampaui  target  yang  telah 

ditetapkan,  sementara  Realisasi  Belanja  mencapai  tingkat 

penyerapan lebih dari 95 %. Bahkan, pelaksanaan APBD yang 

semula  diproyeksikan  mengalami  defisit  pada  akhirnya 

menghasilkan surplus anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan 

adanya kinerja pengelolaan fiskal yang cukup baik serta kehati-

hatian dalam pelaksanaan anggaran.

Di  sisi  lain,  Fraksi  GOLKAR–DEMOKRAT  juga 

mencermati  masih  adanya beberapa hal  yang perlu  menjadi 

perhatian bersama, antara lain:

Pertama,  masih  terdapat  belanja  yang  belum 

terserap secara optimal sehingga perlu dilakukan evaluasi 

terhadap  kualitas  perencanaan,  pelaksanaan  program, 

serta  percepatan  pengadaan  barang  dan  jasa  agar 
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manfaat  anggaran  dapat  dirasakan  masyarakat  secara 

lebih maksimal.

Kedua,  meskipun  Pendapatan  Asli  Daerah  secara 

keseluruhan  telah  melampaui  target,  masih  terdapat 

beberapa komponen pendapatan yang belum memenuhi 

target, khususnya dari sektor pajak daerah. Oleh karena 

itu,  Pemerintah  Daerah  perlu  terus  memperkuat 

optimalisasi  potensi  pendapatan  melalui  peningkatan 

kualitas  pelayanan,  digitalisasi  sistem  pemungutan, 

penguatan  basis  data  perpajakan,  serta  pengawasan 

yang lebih efektif tanpa membebani masyarakat.

Ketiga,  meningkatnya  Sisa  Lebih  Pembiayaan 

Anggaran (SiLPA)  perlu  dianalisis  secara komprehensif. 

SiLPA  yang  memadai  dapat  menjadi  indikator  kehati-

hatian fiskal, namun di sisi lain juga dapat menunjukkan 

adanya program yang belum terlaksana secara optimal. 

Oleh karena itu,  diperlukan evaluasi terhadap penyebab 

terbentuknya  SiLPA  agar  kualitas  perencanaan  dan 

pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya semakin baik.

Fraksi  GOLKAR–DEMOKRAT juga  berharap  agar 

pengelolaan aset daerah terus ditingkatkan sehingga mampu 

memberikan  nilai  tambah  bagi  pemerintah  daerah  sekaligus 
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mendukung  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  secara 

berkelanjutan.

Selanjutnya,  Fraksi  GOLKAR–DEMOKRAT mendorong 

agar  setiap  rupiah  anggaran  benar-benar  diarahkan  pada 

program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, 

khususnya  dalam  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik, 

pembangunan  infrastruktur,  pendidikan,  kesehatan, 

pengentasan  kemiskinan,  penguatan  ekonomi  kerakyatan, 

pemberdayaan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja.

Fraksi  GOLKAR–DEMOKRAT berpandangan  bahwa 

keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semata-mata diukur dari 

tingginya  realisasi  pendapatan  maupun  penyerapan  belanja, 

tetapi  juga  dari  sejauh  mana  anggaran  tersebut  mampu 

meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,  mempercepat 

pertumbuhan  ekonomi  daerah,  mengurangi  kemiskinan,  dan 

meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karena  itu, 

evaluasi  terhadap  pelaksanaan  APBD  hendaknya  menjadi 

pijakan  untuk  menyempurnakan  perencanaan  dan 

penganggaran pada tahun-tahun mendatang.

Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Fraksi  GOLKAR–

DEMOKRAT menyampaikan  beberapa  pertanyaan  kepada 

Pemerintah Daerah sebagai berikut:
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1. Apa  langkah  konkret  Pemerintah  Daerah  dalam 

meningkatkan  kualitas  perencanaan  dan  pelaksanaan 

anggaran sehingga tingkat  penyerapan belanja semakin 

optimal  tanpa  mengurangi  kualitas  output  dan  outcome 

pembangunan?

2. Strategi  apa  yang  akan  dilakukan  Pemerintah  Daerah 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya 

dari  sektor  pajak  daerah,  sekaligus  menjaga  iklim 

investasi dan tidak menambah beban masyarakat?

3. Bagaimana  kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam 

mengelola SiLPA agar dapat dimanfaatkan secara lebih 

produktif  untuk mendukung prioritas pembangunan pada 

tahun anggaran berikutnya?

Hadirin yang kami hormati,

Sebagai  penutup,  apabila  dalam  penyampaian 

Pandangan  Umum Fraksi  ini  terdapat  hal-hal  yang  kurang 

berkenan,  kami  atas  nama  Fraksi  GOLKAR-DEMOKRAT 

menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Kami 

juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan Rapat 

dan segenap Anggota Dewan yang terhormat.
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Demikian  Pandangan  Umum  Fraksi  GOLKAR-

DEMOKRAT terhadap  Rancangan  Peraturan  Daerah 

Kabupaten  Kebumen  tentang  Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah 

Tahun  Anggaran  2025. Fraksi  GOLKAR–DEMOKRAT 

menyatakan  dapat  menerima  Rancangan  Peraturan  Daerah 

tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  APBD  Tahun 

Anggaran  2025  untuk  dibahas  pada  tahapan  selanjutnya 

sesuai mekanisme yang berlaku, dengan harapan pembahasan 

dilakukan  secara  objektif,  konstruktif,  dan  menghasilkan 

kebijakan  yang  semakin  akuntabel  serta  berpihak  kepada 

kepentingan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Billahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamu’alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh,

FRAKSI GOLKAR DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN
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H. Munawar Cholil, B.A

Sekretaris,

Krismawati, S.Sos
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